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Abstrak 

Manajemen Layanan Teknologi Informasi pada sebuah perusahaan memiliki banyak fungsi-fungsi yang 

menunjang suatu aktivitas dan sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, salah 

satunya adalah manajemen layanan. Dalam sebuah perusahaan, manajemen layanan memiliki peranan-peranan 

khusus untuk menunjang suatu aktivitas yang dikerjakan oleh seseorang dimana salah satu contoh penerapan 

manajemen layanan adalah adanya ketersediaan, kapasitas dan kinerja layanan yang baik. Terkadang pengelolaan 

ketersediaan, kapasitas dan kinerja layanan pada perusahaan tidak berjalan sebagai mana mestinya yang 

disebabkan oleh berbagai aspek seperti people, process dan technology sehingga tujuan dari perusahaan 

mengalami kendala untuk dicapai. Hasil karya ilmiah kali ini akan membahas pengelolaan ketersediaan, kapasitas 

dan kinerja layanan yang ada pada PT. Dirgantara Indonesia yang diharapkan pada akhir penelitian akan mampu 

menggambarkan permasalahan yang ada, memberikan solusi perbaikannya dan membangun rencana implementasi 

sesuai dengan ketentuan yang ada pada framework ITIL versi 3 

Kata Kunci: Manajemen Layanan TI, COBIT 5 Implementation, ITIL v3, Implementasi Manajemen 

Layanan TI, ITIL Service Design 

Abstract 

Management of Information Technology Services in companies have many functions that support an activity and 

are needed in the development of information technology as it is today, one of which is service management. In a 

company, service management have special roles to support an activity carried out by someone where one example 

of the application of service management is related to availability, capacity and performance. Sometimes 

availability, capacity and performance services at the company does not work as it should because it is caused by 

various aspects such as people, processes and technology so that the goal of the company is trying to achieved are 

constrained. The results of this scientific study will discuss the managements for availability, capacity and 

performance of existing services at PT. Dirgantara Indonesia and is expected at the end of the study to provide an 

assessment, provide remedial solutions and make an implementation plan in accordance with the provisions of the 

ITIL framework version 3. 

Keywords: IT Service Management, COBIT 5 Implementation, ITIL v3, IT Service Management 

Implementation, ITIL Service Design 

 

1. Pendahuluan 

 

Perkembangan Teknologi Informasi yang ada pada saat ini telah memasuki tahapan perkembangan yang 
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sangat pesat setiap waktunya dengan tujuan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Pemanfaatan Teknologi 

Informasi yang sudah berkembang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam banyak hal dengan 

menawarkan berbagai macam jenis ketersediaan yang dimiliki oleh Teknologi Informasi tersebut. Salah satu 

keuntungan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi adalah membantu suatu perusahaan dalam menyediakan 

layanan berbasis teknologi.  

Manajemen layanan Teknologi Informasi adalah suatu kumpulan kemampuan khusus suatu perusahaan untuk 

memberikan sesuatu yang yang bernilai kepada pelanggan dalam bentuk layanan (Blokdijk, 2008). Dalam 

implementasi suatu layanan setidaknya harus memperhatikan aspek-aspek seperti ketersediaan layanan, kapasitas 

layanan dan kapasitas layanan. Ketiga aspek ini masing-masing memiliki fungsinya tersendiri dimana aspek 

ketersediaan berarti memastikan bahwa layanan Teknologi Informasi berjalan dengan seharusnya dan dapat 
digunakan ketika diperlukan, lalu aspek kapasitas untuk memastikan bahwa layanan dan infrastruktur yang ada 

dapat memenuhi pencapaian yang diinginkan, dan aspek kapasitas untuk memastikan kualitas yang diberikan oleh 

layanan tersebut memiliki tingkat stabilitas yang baik dan dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang 

seharusnya. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri nomor PER-03/MBU/02/2018 yang mewajibkan perusahaan 

BUMN untuk melakukan penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi yang baik didalam lingkungan 

pekerjaan perusahaan tersebut. 

PT. Dirgantara Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang dikelola oleh negara Indonesia atau dapat 

disebut perusahaan BUMN yang harus mematuhi peraturan menteri sebelumnya yang mengharuskan perusahaan 

ini untuk melakukan dan menjalankan pengelolaan teknologi informasi sebagai salah satu syarat menyediakan 

layanan internal yang baik sesuai dengan peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan teknologi 

informasi perusahaan BUMN. Ruang lingkup PT. Dirgantara Indonesia meliputi beberapa layanan internal 
perusahaan yang dapat menunjang pekerjaan para karyawannya sehari-hari untuk memenuhi tujuan perusahaan. 

Dalam prosesnya, PT. Dirgantara Indonesia tentunya harus memiliki tingkat ketersediaan, kapasitas, dan juga 

kapasitas yang baik dalam menjalankan proses pelayanan yang ada guna memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada pekerjanya yang membutuhkan layanan TI di perusahaan. 

Peraturan menteri yang harus dipastikan PT. Dirgantara Indonesia sudah berjalan dan memberikan fungsi 

yang seharusnya adalah peraturan menteri nomor PER-03/MBU/02/2018 yang mewajibkan institusi BUMN untuk 

menyediakan pelayanan TI yang layak sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Artinya PT. 

Dirgantara Indonesia harus memiliki pelayanan yang komprehensif untuk kepentingan internal perusahaan dan 

negara. Dalam memenuhi peraturan menteri ini, dapat menggunakan pendekatan dengan menggunakan framework 

Information Technology Service Management (ITSM) bernama Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL) versi 3. Dengan memanfaatkan ITIL v3, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menjabarkan proses, 

prosedur, dan tugas sebuah perusahaan. Selain itu, dengan memanfaatkan ITIL v3 diharapkan layanan yang ada 
pada PT. Dirgantara Indonesia dapat dilakukan pengukuran dan perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas layanan internal yang ada, lalu melakukan implementasi hasil pengukuran dan perencanaan dengan 

menggunakan COBIT 5 Implementation. Apabila pada instansi tersebut tidak dapat menjalankan proses pelayanan 

yang baik, maka dikhawatirkan tingkat efektivitas pekerjaan yang ada dalam perusahaan tersebut mengalami 

penurunan dan lambat mencapai target yang diinginkan. 

 

2. Dasar Teori 

2.1 Teknologi Informasi (TI) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3, Teknologi Informasi 

adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, 

dan/atau menyebarkan informasi. Mengingat Undang-Undang tersebut lebih lanjut, disebutkan bahwa Teknologi 
Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan pada kehidupan manusia dalam berbagai 

bidang. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus selalu dilakukan pengembangan untuk menjaga, 

memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan demi 

kepentingan masyarakat dan secara nasional. 

Menurut salah satu ahli bidang Teknologi Informasi berpendapat bahwa Teknologi Informasi adalah 

seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen, 1996). Teknologi Informasi juga tidak hanya terbatas pada sisi 

hardware dan software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup 

teknologi komunikasi yang mengirimkan sebuah informasi (Martin, 1999). 

Dari beberapa pengertian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Teknologi 

Informasi adalah sebuah tools pendukung dalam sebuah instansi baik itu sebuah organisasi maupun perusahaan 

yang memiliki tujuan untuk membantu pekerjaan manusia yang terlibat di dalamnya. Hal ini memungkinkan 
tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik dalam penerapan Teknologi Informasi apabila dilakukan secara tepat. 
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2.2 Manajemen Layanan Teknologi Informasi 

 
Manajemen Layanan Teknologi Informasi atau dapat juga disebut Information Technology Service 

Management (ITSM) adalah suatu hal yang memiliki kemampuan untuk memberikan value atau nilai kepada 

pelanggan dalam bentuk layanan dan memiliki kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi dalam pemberian layanan kepada pelanggan (Wedemeyer, 2008). Lebih lanjut, Manajemen Layanan 

Teknologi Informasi adalah manajemen dari semua proses yang bekerja sama untuk memastikan kualitas layanan 

sesuai dengan tingkat layanan yang telah disepakati dengan pelanggan seperti inisiasi, desain, organisasi, 

pengendalian, pengadaan, dukungan dan peningkatan layanan TI (Menken, 2009). 

Dari kedua pernyataan para ahli sebelumnya maka Manajemen Layanan Teknologi Informasi diharapkan 

memberikan manfaat seperti meningkatkan mutu penyediaan layanan, biaya kualitas pelayanan yang baik, 

pelayanan memenuhi tujuan bisnis dan memenuhi ekspektasi dari pelanggan. 

Mengingat peraturan menteri nomor PER-03/MBU/02/2018 sebelumnya yang mengharuskan institusi BUMN 

untuk menyediakan layanan teknologi informasi yang layak sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi 

yang baik, maka Manajemen Layanan Teknologi Informasi akan memiliki peranan yang penting untuk memenuhi 

tujuan tersebut. 

 
2.3 COBIT 5 Implementation 

 
Control Objectives for Information and Related Technology 5 Implementation atau dapat disebut COBIT 5 

Implementation adalah pelengkap dari panduan COBIT 5 yang dibentuk oleh ISACA. COBIT Implementation 

memberikan panduan luas tentang penerapan kerja tata kelola TI pada perusahaan berdasarkan model referensi 

proses yang dimiliki oleh COBIT 5. Publikasi dari COBIT 5 Implementation menyediakan praktik yang baik untuk 

menerapkan tata kelola TI pada perusahaan. COBIT 5 Implementation meliputi beberapa tujuan, yaitu: 

a) Memposisikan governance of enterprise IT (GEIT) pada perusahaan 

b) Meningkatkan kualitas GEIT 
c) Mengidentifikasi tantangan pada implementasi dan menentukan faktor kesuksesannya 

d) Mengaktifkan perubahan organisasi atau perilaku yang berhubungan dengan GEIT 

e) Mengimplementasikan peningkatan secara terus menerus 

f) Metodologi Penelitian 

 

2.4 Information Technology Infrastructure Library v3 (ITIL v3) 

 

ITIL merupakan framework yang menyediakan best practice dalam manajemen layanan TI. ITIL 

menyediakan cara tata kelola untuk TI, manajemen, dan layanan kontrol TI. ITIL juga memberikan manfaat berupa 

pengukuran secara terus-menerus dan juga meningkatkan kualitas dari layanan TI dari perspektif bisnis dan 

pelanggan. Beberapa keuntungan setelah mengimplementasikan ITIL adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan TI 

b) Meningkatkan ketersediaan (ketersediaan), yang selanjutnya dapat meningkatkan keuntungan 

c) Mengurangi biaya atau cost yang diperlukan untuk sumber daya 

ITIL v3 menyediakan framework panduan yang baik untuk kepentingan manajemen layanan TI. Semenjak 
perancangannya, ITIL telah menjadi framework terbaik untuk sisi pendekatan manajemen layanan TI. Dalam 

penerapan framework ITIL v3, terdapat beberapa model yang dinamakan ITIL Lifecycle di dalamnya dan pada 

penelitian kali ini akan fokus pada sisi Service Design 
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3. Metodologi Penelitian 

 

 
 

Gambar 1. Model Konseptual 

Model konseptual adalah sebuah model yang berisikan hubungan antar konsep yang menjadi faktor-faktor 

utama yang memberi cara dalam mencapai suatu kondisi target. Model ini juga menawarkan framework yang 

menggambarkan hubungan kausal antara faktor-faktor yang berkaitan dan menciptakan realitas dalam arti 

pemahaman kolektif (Hevner, 2004). 

 
4. Sistematika Penelitian 

 

Sistematika penelitian adalah sebuah langkah-langkah yang terstruktur dalam melakukan sebuah penelitian 

dan menyusun evaluasi. Pada sistematika penelitian, langkah-langkah tertentu tidak bisa dijalankan ketika langkah 

sebelumnya belum terpenuhi. Pada penelitian kali ini, diagram sistematika penelitian digambarkan seperti pada 

gambar 2 berikut ini: 
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Gambar 1 Sistematika Penelitian 

 

5. Hasil dan Pembahasan 

5.1 Fase Pertama 

 
Pada bagian fase pertama ini tentunya dilakukan secara langsung oleh peneliti dilapangan dengan cara 

melakukan observasi maupun kegiatan wawancara dan menyediakan kuesioner yang harus di isi oleh pihak-pihak 
yang berkaitan dengan proses penelitian yang dijalankan. Beberapa hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang 

sudah dilakukan didapatkan data maupun informasi dalam bentuk softcopy, hardcopy, maupun data yang hanya 
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bisa diakses dalam perusahaan saja atau dalam kata lain data yang tidak bisa diberikan secara softcopy maupun 

hardcopy. Beberapa data dan informasi yang didapatkan adalah terkait pain points TI dan pain points bisnis yang 

dimiliki perusahaan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari segi aspek people, process dan technology. 

Masalah-masalah yang ada pada ketiga aspek tersebut, terjadi pada manajemen ketersediaan layanan maupun 

manajemen kapasitas layanan TI. 

5.2 Fase Kedua 

 
Pada fase kedua ini dijabarkan hasil kuesioner yang sudah diisi oleh pihak-pihak yang memiliki peran dalam 
pengelolaan ketersediaan, kapasitas dan kinerja layanan pada PT. Dirgantara Indonesia. Pengisian kuesioner ini 

dimanfaatkan untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang ada dalam pengelolaan layanan yang nantinya 

dapat diberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berikut adalah hasil kuesioner yang 

didapatkan dan dijabarkan pada tabel 1 dan tabel 2: 

 
Tabel 1 Hasil Kuesioner Ketersediaan Layanan 

Nama Komponen Pemenuhan 

Process Performance 80% (Largely) 

Performance Management 80% (Largely) 

Work Product Management 75% (Largely) 

Process Definition 78% (Largely) 

Process Deployment 86% (Fully) 

Process Measurement 81% (Largely) 

Process Control 90% (Fully) 

Process Innovation 80% (Largely) 

Process Optimization 80% (Largely) 

Current Level: Level 1 

 

Tabel 2 Hasil Kuesioner Manajemen Kapasitas Layanan 

Nama Komponen Pemenuhan 

Process Performance 80% (Largely) 

Availability Management 81% (Largely) 

Work Product Management 81% (Largely) 

Process Definition 83% (Largely) 

Process Deployment 73% (Largely) 

Process Measurement 69% (Largely) 

Process Control 80% (Largely) 

Process Innovation 80% (Largely) 

Process Optimization 70% (Largely) 

Current Level: Level 1 

 
5.3 Fase Ketiga 

Pada bagian pembahasan ini akan menjabarkan informasi yang sudah didapatkan dari hasil kuesioner yang sudah 

diisi oleh pihak perusahaan. Hasil yang didapatkan adalah temuan kesenjangan yang ada pada sisi ketersediaan, 

kapasitas dan kinerja layanan. Berikut adalah tabel 3 dan 4 yang menjelaskan hal tersebut: 

 

Tabel 3 Temuan Gap Manajemen Ketersediaan Layanan 

No Process 

Attribute 
Level Fulfillment Gap 

1 Process 

Performance 

1 80% a. Rencana yang dibentuk untuk merefleksikan 

kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang belum 

masuk kedalam maintenance plan. 
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2 PerformanceMa

nagement 

2 80% a. Mekanisme pengukuran dan target dari ketersediaan 

layanan belum memiliki mekanisme pengukuran yang 

baku. 

b. Penganan issue baru yang kemungkinan terjadi 

belum diterapkan advice/guidance yang baik. 

c. Risk assessment yang dilakukan kurang efektif di 

karenakan masalah sumber daya dan waktu. 

d. Kegiatan peningkatan ketersediaan layanan tidak 

dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan service cost 

yang terbatas. 

3 Work Product 

Management 

2 75% a. Pengukuran tingkat ketersediaan dari segi target dan 

tingkatan belum maksimal dilakukan karena tidak 
sesuai plan. 

b. Pembuatan exception report kurang tepat waktu. 

c. Laporan yang berhubungan dengan perkiraan atau 

prediksi untuk masa mendatang belum dibentuk. 

d. Laporan risk assessment yang terbentuk belum 

semua tersedia untuk MIS. 

4 Process 

Definition 

3 78% a. Pendefinisian process owner yang dilakukan tidak 

tepat waktu karena perubahan organisasi yang terjadi. 

b. Permintaan user akan aplikasi suatu proses belum 

teridentifikasi dalam master plan teknologi informasi. 

c. proses standar yang bersifat eksternal belum 

teridentifikasi dengan baik. 
d. Metode yang ditetapkan oleh perusahaan untuk 

memantau efektifitas belum tersalurkan secara 

menyeluruh. 

5 Process 

Deployment 

3 86% a. Interaksi proses pada bagian process deployment 

tidak terealisasi secara maksimal dikarenakan tidak 

sesuai dengan urutan pengembangan proses yang 

mengakibatkan interaksi belum aktif berjalan. 

b. Kebutuhan sumber daya pada sisi deployment belum 

mengikuti perkembangan beban pengembangan proses. 

c. Laporan manajemen layanan terbilang belum efektif 

dan efisien dalam pembentukannya dikarenakan 

stakeholder yang berubah-ubah. 

6 Process 

Measurement 

4 81% a. Pengukuran proses yang dilakukan kurang baik 

diterapkan karena terpengaruh penilaian subyektif. 
b. Pengukuran layanan dan proses yang dilakukan 

kurang maksimal karena belum semua layanan 

memiliki pengukuran baku. 

c. Hasil pengukuran dan monitoring dan juga proses 

verifikasi pencapaian proses sulit dilakukan karena 

tidak memiliki pengukuran baku. 

7 Process Control 4 90% a. Belum semua kapasitas proses memiliki alat kontrol 

yang sesuai. 

8 Process 

Innovation 

5 80% a. Peningkatan yang ingin dilakukan dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi masih sulit 

dilakukan dengan baik karena teknologi baru selalu 

mendahului kemampuan perusahaan. 

b. Strategi implementasi yang dibuat terkadang 
tertinggal. 

9 Process 

Optimization 

5 80% a. Opportunity peningkatan teknologi tidak semua 

dapat diserap. 

b. Strategi implementasi yang seharusnya dibentuk 

untuk mencapai peningkatan terkadang tertinggal. 
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Tabel 4 Temuan Kesenjangan Kapasitas dan Kinerja Layanan 

No Process 

Attribute 
Level Fulfillment Gap 

1 Process 

Performance 

1 80% a. Belum semua layanan yang ada memiliki SLA 

performance 

b. Kesulitan penentuan biaya untuk peningkatan kapasitas. 

2 Performance 

Management 

2 81% a. Layanan dan sumber daya yang terukur belum 

terdefinisi dengan baik karena tidak adanya acuan baku. 

b. Kebutuhan kapasitas yang penting dan mendesak 
terkadang sulit untuk diprediksi. 

c. Identifikasi dari biaya untuk kapasitas layanan tidak 

memiliki acuan untuk dikonversi kedalam cost. 

3 Work 

Product 

Management 

2 81% a. Pengukuran kapasitas yang seharusnya terukur dan 

terkelola belum terealisasi dengan baik karena adanya 

proses baru yang mempengaruhi definisi kapasitas layanan 

yang ada. 

b. Laporan prediksi belum terbentuk untuk proses-proses 

yang baru bisa teridentifikasi atau tidak masuk kedalam 

rencana. 

c. Exception report belum dibentuk untuk proses-proses 

yang baru teridentifikasi. 

4 Process 
Definition 

3 83% a. Trigger, input dan output belum menyeluruh. 
b. Interaksi antar proses belum secara menyeluruh 

dilakukan. 

c. Beberapa persetujuan dengan stakeholder terkadang 

tidak diperlukan terkait management reporting. 

5 Process 

Deployment 

3 73% a. Process owner belum terdefinisi secara menyeluruh 

kedalam proses-proses yang ada. 

b. Pengembangan dan penerapan proses yang sesuai 

dengan permintaan pengguna terkadang tidak sesuai dan 

tidak sesuai urutan flow process. 

c. Belum semua interaksi proses aktif terjadi. 

d. Informasi yang didapatkan atau sudah tersedia tidak 

digunakan dengan maksimal. 

e. Data yang diperoleh untuk memahami sifat, efektifitas, 
dan kecocokan pada proses standar belum semuanya dapat 

dimanfaatkan untuk menentukan hal-hal tersebut. 

f. Laporan management reporting tidak harus diberikan 

kepada stakeholder. 

6 Process 

Measurement 

4 69% a. Kurangnya fokus kebutuhan informasi sehingga 

mempengaruhi derivatif proses pengukuran obyektif. 

b. Tidak semua proses owner fokus pada verifikasi 

kapasitas proses. 

c. Pengukuran detail, pengumpulan data, algoritma dan 

metode yang seharusnya ada, belum semua proses 

memilikinya. 

d. Belum semua definisi pengukuran memiliki mekanisme 
verifikasi. 

e. Hasil pengukuran proses tidak semuanya diproses lebih 

lanjut. 

7 Process 

Control 

4 80% a. Belum semua proses kinerja memiliki analisis dan 

teknik kontrol yang tepat. 

b. Analisa untuk kasus spesial dan variasinya 

menggunakan data empiris. 

8 Process 

Innovation 

5 80% a. Tidak semua perkembangan teknologi dapat diadopsi. 

b. Strategi implementasi yang dibuat untuk mencapai 

tujuan peningkatan memiliki ketergantungan dengan 

kondisi perusahaan. 
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9 Process 

Optimization 

5 70% a. Data pengukuran yang didapatkan tidak semua dianalisa 

untuk kebutuhan kapasitas. 

b. Opportunity peningkatan tidak selalu berdasarkan 

teknologi baru saja. 

c. Strategi implementasi yang dibuat pada sisi optimasi 

proses memiliki ketergantungan dengan kondisi 

perusahaan 

 
5.4 Fase Keempat dan Fase Kelima 

 
Pada fase keempat dan kelima ini akan menjabarkan hasil rekomendasi peningkatan yang dibentuk oleh 

peneliti. Fase keempat dan kelima ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh PT. Dirgantara Indonesia dalam 

kegiatan peningkatan ketersediaan dan kapasitas layanan yang ada. Pada penyusunan rekomendasi peningkatan 

ini terbagi menjadi tiga aspek yaitu people, process dan technology. Sebagai permulaan, peneliti 

merekomendasikan perusahaan untuk memulai peningkatan dari segi risiko yang paling tinggi dampaknya 

terhadap perusahaan. 

 

Gambar 2 Roadmap Implementasi 

a) Aspek People 

 

Pemahaman yang telah didapatkan peneliti setelah mengetahui gap dan membuat rekomendasi peningkatan 

yang berhubungan dengan aspek people maka beberapa hal-hal yang dituliskan dibawah ini dalam bentuk kata 

ataupun tabel membantu menggambarkan rekomendasi implementasi pada sisi people sesuai kebutuhan pada 

ketersediaan dan kapasitas layanan. Berikut adalah hal-hal tersebut: 

 

• Struktur Organisasi 

Pada hasil penyusunan rekomendasi aspek people yang pertama adalah dari segi struktur organisasi. Dalam 

struktur organisasi yang dimiliki oleh divisi TI mencakup beberapa posisi yang memiliki job description masing-

masing. Berdasarkan gap yang didapatkan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi 

tambahan role atau peran pada sebuah posisi untuk dapat membantu memaksimalkan aktivitas yang dijalankan. 

Berikut adalah tabel 5 yang menjabarkan posisi dan role tambahannya: 

Tabel 5 Penjabaran Role Baru 

Nama Posisi Role Baru 

Infrastruktur & Operasi 

Melakukan Mekanisme Verifikasi 

Mengidentifikasi Risiko 

Monitoring Hasil Assessment Risiko 

Membuat Standar dan Metode Pengukuran 

Kapasitas 

Melakukan Tindakan Korektif & 

Mengevaluasi Standar Pengukuran Kapasitas 

Kepala Divisi TI 

Menentukan Sisi Yang Terdampak Suatu 

Risiko 

Mengomunikasikan Sisi Yang Terdampak 

Risiko 

Menyetujui Hasil Penyusunan Implementasi 

Risk Treatment 

Menyetujui Standar dan Metode Pengukuran 

Kapasitas 
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Menyetujui Hasil Pengukuran Kapasitas 

Perencanaan & Tata Kelola 

Membuat Rencana Penanganan Isu Baru 

Membuat Rencana Penanganan Kasus Khusus 

Memastikan Kebutuhan Pengguna Terpenuhi 

Melakukan Evaluasi Risiko dan Pembentukan 

Rencana Penanganan 

Melakukan Kegiatan Pengukuran Kapasitas 

Pengembangan TI 

Membuat Solusi Penanganan Isu Baru 

Melakukan Penyesuaian Kebutuhan Pengguna 

Penyusunan Impemlentasi Risk Treatment 

 

• Job Description Baru 

Hasil penyusunan aspek people selanjutnya adalah penjabaran job description tambahan pada posisi tertentu 

untuk dapat melakukan suatu kegiatan agar seluruh gap yang ada dapat dilakukan perbaikan. Tabel 6 dibawah ini 

menjabarkan gap yang memicu pembentukan rekomendasi penyusunan job description baru: 

Tabel 6 Pemicu Job Description Baru 

Process Gap Kategori 

Manajemen Ketersediaan 

Layanan & Manajeman 

Kapasitas Layanan 

Penyusunan berbagai rencana-rencana seperti 
implementasi strategi yang tidak sejajar 

dengan Master plan TI dan berbagai jenis 

permasalahan yang menyangkut perencanaan 

dalam pengelolaan TI. 

Planning 

Penyusunan laporan seperti exception report 

yang sering terlambat, tidak adanya laporan 

predictive, tidak adanya laporan risk 

assessment dan segala jenis permasalahan 

dalam pembentukan laporan. 

Reporting 

Permasalahan seputar operasi implementasi 

maupun keberjalanan ketersediaan layanan 

yang menyangkut instruksi kerja ataupun 

kebijakan. 

Operation 

Manajemen Kapasitas Permasalahan pada pengelolaan sumber daya 
manusia dimana beberapa proses tidak 

memiliki mekanisme verifikasi. 

Human 

Resourcing 

 

Setelah penjabaran proses, gap dan kategori jenis permasalahan sudah dilakukan, maka peneliti membentuk tabel 

7 dibawah ini yang menggambarkan role/posisi mana yang terpengaruh dari adanya permasalahan yang ada pada 

tabel 6 diatas beserta skill, tingkatan atau level dan deskripsinya yang sudah disesuaikan dengan buku Skills 

Framework for the Information Age versi 7 atau SFIA 7. Berikut adalah tabel job description tersebut: 

 

Tabel 7 Job Description Baru 

No Process Role/Position Skill Level Description 

1 
Manajemen 

Ketersediaan 

Pengelola Perencanaan 

& Tata Kelola 

Rencana 

Manajemen 

Ketersediaan 

Layanan 

6 

Menetapkan kebijakan dan 

mengembangkan strategi, rencana, 

dan proses untuk desain 

peningkatan berkelanjutan atas 

ketersediaan layanan. 

Pengelola Manajerial 

Basis Data & Pengelola 

Manajerial Jaringan 

Komunikasi Data 

Laporan 

Manajemen 

Ketersediaan 

Layanan 

6 

Mampu memenuhi kebijakan 

pengelolaan laporan, pemantauan 

dan pemeliharaan laporan yang baik 

sekaligus memberikan usulan 

strategi dan rencana pengelolaan 

informasi untuk perusahaan dimasa 

mendatang. 
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Infrastruktur & Operasi 

Operasi 

Manajemen 

Ketersediaan 

Layanan 

6 

Mampu menentukan komponen, 

termasuk pengembangan dan 

penerapan teknik dan metode 

ketersediaan layanan yang baru. 

Manajemen 

Ketersediaan 
Pengembangan TI 

Peningkatan 

Manajemen 

Ketersediaan 

Layanan 

4 

Berkontribusi pada proses 

manajemen ketersediaan dan 

operasinya dan melakukan tugas 

manajemen ketersediaan yang 

sudah ditentukan. Menganalisis 

ketersediaan layanan beserta 

komponen, keandalan dan 

perawatannya. Memastikan bahwa 
layanan dan komponen memenuhi 

semua target kinerja dan tingkat 

layanan yang disepakati 

2 
Manajemen 

Kapasitas 

Infrastruktur & Operasi 

Operasi 

Manajemen 

Kapasitas 

Layanan 

6 

Mengembangkan kebijakan dan 

strategi untuk memastikan semua 

ukuran kinerja layanan TI 

memenuhi kebutuhan bisnis dan 

membentuk SLA dengan 

stakeholder yang akan diajak 

bekerja sama. 

Sumber Daya Manusia 

SDM 

Manajemen 
Kapasitas 

Layanan 

6 

Memastikan bahwa kebijakan dan 

standar untuk manajemen kapasitas 

sesuai dengan tujuan, terkini dan 
diimplementasikan dengan benar 

oleh sumber daya manusia yang 

dimiliki. 

Pengelola Perencanaan 

& Tata Kelola 

Rencana 

Manajemen 

Kapasitas 

Layanan 

6 

Melakukan semua persyaratan 

layanan atau perjanjian tingkat 

layanan yang mungkin ada. 

Memimpin pemodelan dan prediksi 

kapasitas layanan selama siklus 

perencanaan atau penganggaran 

organisasi. 

Pengembangan TI 

Peningkatan 

Manajemen 

Kapasitas 

Layanan 

4 

Memantau kapasitas dan komponen 

layanan dan memulai tindakan 

untuk menyelesaikan kekurangan 

yang ada sesuai dengan prosedur 
yang disepakati. Menerapkan teknik 

untuk mengendalikan permintaan 

pada sumber daya atau layanan 

tertentu. Berkontribusi pada 

pemodelan dan perencanaan 

kapasitas sekaligus mendukung 

desain kapasitas komponen layanan 

 

• Rencana Pelatihan 

Bagian rencana pelatihan menjabarkan pelatihan-pelatihan yang harus dibentuk oleh perusahaan untuk proses 

ketersediaan dan kapasitas layanan. Daftar pelatihan tersebut dijabarkan pada tabel 8 dibawah ini: 

Tabel 8 Daftar Pelatihan 

No Judul P Deskripsi 
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1 Pelatihan pengelolaan efektifitas layanan TI. Pelatihan ini ditujukan untuk para pekerja agar 

memiliki kesadaran akan pentingnya 

pengelolaan efektifitas layanan TI. Dengan 

pelatihan ini diharapkan pekerja akan 

memiliki target dan acuan dalam pengelolaan 

efektifitas layanan TI. 

2 Pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas pekerja 

dalam membantu pengembangan proses TI dan 

implementasinya. 

Pelatihan ini ditujukan untuk para pekerja agar 

memiliki kapabiltas dalam membantu proses 

pengembangan. Diharapkan para pekerja 

nantinya mampu memenuhi requirement 

pekerjaan yang diperlukan. 

3 Pelatihan pengelolaan pengukuran proses. Pelatihan ini ditujukan untuk para pekerja agar 

mampu melakukan pengukuran proses yang 
efektif dalam penerapannya untuk dapat 

memantau layanan TI yang berjalan. 

4 Pelatihan untuk kegiatan verifikasi dan pengujian 

layanan TI. 

Pelatihan ini ditujukan untuk para pekerja agar 

mampu melakukan kegiatan verifikasi dan 

pengujian terhadap layanan TI yang lebih 

efektif dari sebelumnya. 

5 Pelatihan kepada pekerja untuk kesiapan kegiatan 

risk assessment. 

Pelatihan ini ditujukan untuk mempersiapkan 

para pekerja yang akan terlibat dalam kegiatan 

risk assessment. 

 

• Rencana Komunikasi 

Pada bagian ini akan menjabarkan rencana komunikasi yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada para 

pekerjanya yang berbentuk sosialisasi, arahan, persetujuan dan workshop untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 

Penjabaran rencana komunikasi tersebut dituliskan pada tabel 9 dibawah ini: 

Tabel 9 Daftar Rencana Komunikasi 

No Bentuk Komunikasi Deskripsi 

1 Sosialisasi instruksi kerja baru terkait pemantauan 

efektifitas layanan TI 

Bentuk komunikasi yang diperlukan setelah 

pembentukan instruksi kerja terkait cara 

melakukan pemantauan efektifitas layanan. 

2 Revisi dokumen SLA, OLA, kontrak atau 

perjanjian lainnya dengan stakeholder. 

Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan 

stakeholder terkait pembentukan management 

reporting. 

3 Kegiatan workshop dengan stakeholder untuk 

memahami isu atau masalah yang sedang dihadapi 

perusahaan dan mencari solusinya. 

Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan 

stakeholder untuk menghindari penilaian 

subjektif. 

4 Mengomunikasikan pembuatan exception report 
agar tidak terlambat dalam pembentukannya. 

Bentuk komunikasi yang dilakukan kepada 
pihak yang bertanggung jawab terhadap 

pembuatan exception report. 

 

b) Aspek Process 

Pada aspek process yang dibentuk oleh peneliti kali ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

perusahaan mengenai hal-hal yang dapat dibentuk atau diperbaharui guna menunjang aktivitas yang dikerjakan 

sehari-hari. Hasil penyusunan aspek process dapat dilihat pada fase ketiga sebelumnya yang melibatkan adanya 

pembentukan atau perubahan pada plan, work instruction, procedure, record dan policy. Pada aspek process kali 

ini peneliti tidak akan menyusun bentuk plan, work instruction, record dan policy di karenakan data atau informasi 

yang diterima oleh peneliti tidak sampai kepada komponen-komponen tersebut sehingga peneliti tidak mengetahui 

bentuk susunan struktur pada hal-hal tersebut. Maka dari itu peneliti hanya akan menjabarkan saja dalam bentuk 

tabel mengenai rekomendasi-rekomendasi yang sudah disusun untuk komponen-komponen tersebut. Untuk 

komponen procedure peneliti dapat membentuknya di karenakan susunan struktur serta pihak yang terlibat tertulis 
pada dokumen SOP yang ada sehingga peneliti dapat mengembangkan perubahan atau penambahannya. 

Keterangan dibawah ini menjelaskan bentuk rekomendasi implementasi tiap-tiap komponen aspek process: 

 

• Rekomendasi Policy 
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Penjelasan tabel 10 dibawah ini menjabarkan rekomendasi policy atau kebijakan yang dapat dibentuk oleh 

perusahaan sesuai dengan gap yang didapatkan peneliti. Berikut adalah penjabarannya: 

 

Tabel 10 Rekomendasi Policy 

Rekomendasi Proses 

Pembentukan kebijakan diperlukan agar memiliki acuan utama dalam menjalankan 

layanan yang ada. Dalam pembentukannya harus menyesuaikan dengan demand 

management agar mendapatkan gambaran permintaan layanan TI setiap pengguna. 

Manajemen 

Ketersediaan 

SLA baru untuk kinerja layanan harus dilakukan dengan cara yang efektif Manajemen 
Kapasitas 

Menentukan acuan baku pada layanan maupun sumber daya yang sudah teridentifikasi 

dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengelolaan informasi. 

Manajemen 

Kapasitas 

Melakukan pengaturan ulang mengenai kebijakan yang memiliki keterkaitan antara 

stakeholder dengan kepentingan pelaporan. Dalam melakukan perubahannya harus 

memperhatikan SLA, OLA dan segala jenis persetujuan yang lainnya. 

Manajemen 

Kapasitas 

Menambahkan kebijakan yang ada agar memaksimalkan opportunity yang mungkin 

muncul dikemudian hari dengan mempertimbangkan beberapa komponen lainnya yang 

dapat membantu perusahaan untuk berkembang. 

Manajemen 

Kapasitas 

• Rekomendasi Procedure 

Penjelasan gambar dibawah ini menjabarkan rekomendasi prosedur yang dapat dibentuk oleh perusahaan sesuai 

dengan gap yang didapatkan peneliti. Berikut hasil pembentukan rekomendasi SOP: 

 

Gambar 3 Rekomendasi SOP 
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Gambar 4 SOP Manajemen Risiko 

 
Gambar 5 SOP Penanganan Kinerja Layanan 

• Rekomendasi Work Instruction 

Penjelasan tabel 11 dibawah ini menjabarkan rekomendasi work instruction atau instruksi kerja yang dapat 
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dibentuk oleh perusahaan sesuai dengan gap yang didapatkan peneliti. Berikut adalah penjabarannya: 

 

Tabel 11 Rekomendasi Instruksi Kerja 

Rekomendasi Proses 

Membentuk instruksi kerja yang baru untuk dapat melakukan pengukuran baku terhadap 

ketersediaan layanan. Dalam pembentukannya manajemen ketersediaan layanan harus 

bersifat proaktif dalam mengidentifikasi peningkatan ketersediaan layanan dan mekanisme 

pengukuran harus disertai pelaporan yang memperlihatkan komponen TI, operasional bisnis 
dan sudut pandang pengguna agar bersifat end-to-end 

 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membentuk metode atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

mendeteksi proses-proses eksternal yang dituliskan pada sebuah dokumen yang terkait. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Melakukan pembentukan instruksi kerja sebelum mengadakan pelatihan dan sosialisasi 

kepada pekerja terkait efektifitas layanan TI. Pembentukan instruksi kerja harus dilakukan 

oleh pihak yang benar-benar memahami cara kerja pada perusahaan. Selain itu, kegiatan 

monitoring harus dilakukan oleh perusahaan agar penyimpangan yang ada pada sisi 

availability, reliability dan maintainability dapat dideteksi, ditindaklanjuti dan 

didokumentasikan. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Melakukan penambahan atau perubahan pada instruksi kerja harus dilakukan agar 

pengukuran proses dapat terhindar dari penilaian subyektif yang tidak diperlukan. Dalam 

pembentukannya harus memperhatikan setiap stakeholder yang terlibat didalamnya dan 

dapat dilakukan kegiatan workshop yang dapat membantu perusahaan untuk 
mengumpulkan stakeholder terkait untuk lebih memahami isu maupun masalah yang 

dihadapi. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membentuk instruksi kerja untuk melakukan verifikasi dapat dilakukan sesuai dengan 

kebijakan yang sudah ada atau dapat membentuk kebijakan baru dengan prinsip yang dinilai 

sesuai oleh perusahaan. 

 

Manajemen 

Ketersediaan 

Melakukan penyusunan atau penambahan definisi untuk setiap trigger, input maupun 

output pada manajemen kapasitas. Dalam pembentukannya harus memperhatikan tiap-tiap 

komponen yang ada pada bagian trigger, input maupun output. Trigger dapat dipicu dengan 

adanya perubahan atau perlunya penambahan kapasitas, terbentuknya exception report dan 

lain sebagainya. Input harus mencakup informasi bisnis, informasi layanan dan TI, 

informasi layanan, informasi keuangan dan lainnya. Sementara output harus mendefinisikan 

adanya CMIS, rencana kapasitas, laporan kapasitas layanan, beban kerja, laporan prediksi, 

kejadian, dan kemungkinan terjadinya peningkatan. 
 

Manajemen 

Kapasitas 

Melakukan pengembangan interaksi antar proses harus memiliki critical success factor dan 

key performance indicator yang jelas dan pembentukan KPI harus sesuai dengan tingkat 

kematangan dari CSF yang dimiliki. 

 

Manajemen 

Kapasitas 

Membuat instruksi kerja baru yang dapat memaksimalkan pemanfaatan data yang diperoleh 

agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk referensi pengembangan proses. Dalam 

pembentukannya harus memastikan kualitas data yang dimiliki, sumber daya yang 

memadai, strategi pemanfaatannya dan memastikan infrastruktur yang berjalan dapat 

mendukung pengolahan data dalam perusahaan. 

Manajemen 

Kapasitas 

Menambahkan instruksi kerja baru atau mengembangkan yang sudah ada agar dapat 

memaksimalkan fokus informasi yang didapatkan dan dibutuhkan dengan memperhatikan 

pengelolaan informasi yang digunakan dalam perusahaan. 

Manajemen 

Kapasitas 

Mengembangkan instruksi kerja yang sudah ada agar hasil pengukuran dapat selalu 

dilakukan untuk proses yang berjalan 

Manajemen 

Kapasitas 

Menambahkan instruksi kerja yang sudah dijalankan agar dapat melengkapi analisa 
kapasitas layanan dengan bantuan pengelolaan informasi yang baik dan laporan prediksi. 

Manajemen 
Kapasitas 

 

• Rekomendasi Record 

Penjelasan tabel 12 dibawah ini menjabarkan rekomendasi pembentukan laporan yang dapat dipertimbangkan 

oleh perusahaan sesuai dengan gap yang didapatkan peneliti. Berikut adalah penjabarannya: 
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Tabel 1 Rekomendasi Pembentukan Laporan 

Rekomendasi Proses 

Pembuatan exception report harus didasari oleh setiap input yang didalamnya terdapat 

permasalahan dalam ketersediaan layanan dan harus segera didokumentasikan dengan cara 

pengelolaan informasi yang tepat. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membuat laporan predictive untuk ketersediaan layanan dengan melakukan pemeriksaan 

kapasitas ketersediaan layanan terlebih dahulu pada perusahaan. Input yang dapat 

dimasukkan kedalam referensi pembuatan laporan ini adalah data atau informasi terkait 

realibility, maintainability dan serviceability suatu komponen pendukung ketersediaan 
layanan. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membuat laporan risk assessment untuk setiap MIS yang ada dengan cara 

merencanakannya sejak tahapan desain untuk TI dan desain layanan. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Melakukan pembentukan laporan manajemen layanan dapat memperhatikan stakeholder 

yang dinilai paling terkait dan mempengaruhi proses yang berjalan agar lebih mudah 

dibentuk. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membentuk predictive atau forecast report diperlukan untuk dapat memprediksi 

kemungkinan yang akan terjadi. Dalam pembentukannya dapat dilakukan dengan cara yang 

bervariasi tergantung dari metode dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. 

Perubahan pada beban kerja dengan pengembangan dan implementasi fungsionalitas dan 

layanan baru harus dipertimbangkan bersamaan dengan pertumbuhan fungsionalitas dan 

layanan saat ini yang didorong oleh pertumbuhan bisnis 

 

Manajemen 

Kapasitas 

Membuat laporan exception report dapat dibentuk dengan fokus pada indikasi 

ketidakcukupan suatu kapasitas layanan dan kelebihan sumber daya pada kapasitas layanan 
karena kelebihan sumber daya dapat dijadikan kesempatan untuk menghemat biaya. 

Exception report yang merinci permasalahan pada proses-proses yang baru teridentifikasi 

dapat dibantu dengan laporan predictive atau forecast yang dapat memprediksi beban kerja 

dan pertumbuhannya. 

 

Manajemen 

Kapasitas 

 

• Rekomendasi Plan 

Penjelasan tabel 13 dibawah ini menjabarkan rekomendasi pembentukan rencana yang dapat dipertimbangkan 

oleh perusahaan sesuai dengan gap yang didapatkan peneliti. Berikut adalah penjabarannya: 

 

Tabel 13 Rekomendasi Perencanaan 

Rekomendasi Proses 

Membuat perencanaan yang dapat merefleksikan kebutuhan yang akan mendatang dapat 

dibentuk dengan memperhatikan sisi desain teknis dari layanan TI dengan 

menyelaraskannya dengan supplier internal atau eksternal dan harus mencakup seluruh 

aspek teknologi, infrastruktur, lingkungan, data dan aplikasi. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membuat perencanaan biaya yang dapat membantu merealisasikan peningkatan 

ketersediaan layanan dengan cara memprioritaskan tingkat kepentingan dari proses-proses 

yang akan dijalankan dalam perusahaan sesuai dengan tingkat urgensinya. Selain itu dalam 

pembentukannya dapat memperhatikan peluang yang muncul secara berkala pada 

manajemen ketersediaan dengan menghubungkannya dengan CSI yang berlaku sehingga 

pihak perusahaan dapat memulai proses peningkatan dengan melakukan pendekatan 

optimasi proses yang sudah ada terlebih dahulu. 
 

Manajemen 

Ketersediaan 

Melakukan penyelarasan rencana harus dilakukan peninjauan ulang agar sesuai dengan visi 

dan misi perusahaan 

Manajemen 

Ketersediaan 
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Membuat perencanaan untuk menggambarkan permintaan pengguna dapat ditentukan 

dengan cara pembuatan laporan prediksi untuk kebutuhan mendatang baik itu kebutuhan 

yang mendadak ataupun tidak. Selain itu harus memperhatikan setiap komponen aplikasi 

yang berjalan dan harus dilakukan testing untuk memastikan ketersediaan layanan yang 

diinginkan tercapai. Tahap terakhir adalah untuk selalu memenuhi kebutuhan pengguna 

adalah dengan cara melakukan simulasi, pemodelan, dan pengujian untuk menghasilkan 

daftar permintaan pengguna untuk teknologi aplikasi yang baru ataupun yang sudah lama. 

 

Manajemen 

Ketersediaan 

Melakukan peninjauan ulang rencana dalam proses pengembangan interaksi proses yang 

harus memiliki critical success factor dan key performance indicator yang jelas. 

Pembentukan KPI harus sesuai dengan tingkat kematangan dari CSF yang dimiliki. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membuat perencanaan yang dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi dan data 

seputar teknologi terbaru yang secara realistis dapat diimplementasikan oleh perusahaan 
dimasa mendatang. Hal ini dapat dibentuk dengan membuat dan memperhatikan prediction 

atau forcast report. Selain hal-hal tersebut, perusahaan juga dapat memanfaatkan metode 

Fault Tree Analysis (FTA). 

Manajemen 

Ketersediaan 

Melakukan peninjauan rencana untuk menentukan strategi implementasi dapat dilakukan 

kembali dan harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi secara 

mendadak. Komponen seperti tujuan, arah, people, process dan technology harus selalu 

diperhatikan 

Manajemen 

Ketersediaan 

Menentukan rencana peningkatan teknologi dapat diimplementasikan secara bertahap 

dengan cara continual review dimana peninjauan dan optimalisasi dilakukan secara berkala 

untuk menemukan kesempatan dalam memenuhi implementasi teknologi yang baru dengan 

biaya yang lebih rendah. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Membentuk rencana strategi implementasi harus dibentuk dan diperbaharui secara berkala 

dengan mengikuti perkembangan yang ada. 

Manajemen 

Ketersediaan 

Menentukan biaya peningkatan untuk kapasitas layanan dapat dimulai dengan pemahaman 

akan teknologi-teknologi terbaru terlebih dahulu yang dapat membantu proses bisnis dan 
melakukan peningkatan yang inovatif 

Manajemen 

Kapasitas 

Melakukan analisis data terlebih dahulu yang sudah didapatkan dari hasil kegiatan 

monitoring layanan sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan kapasitas 

yang mendesak atau penting. Dengan rutin melakukan monitoring juga akan memudahkan 

dalam mengidentifikasi kondisi dimana kapasitas dan kapasitas layanan yang dinilai 

diperlukan dalam waktu dekat. 

Manajemen 

Kapasitas 

Melakukan peninjauan ulang pada perencanaan proses-proses yang mungkin muncul 

dimasa mendatang. pembentukannya harus memperhatikan sub proses yang ada pada 

manajemen kapasitas 

Manajemen 

Kapasitas 

Membentuk proses agar dapat saling berinteraksi dapat dilakukan dengan cara 

memvisualisasikan proses-proses yang ada terlebih dahulu, melakukan analisa terhadap 

setiap proses untuk memilah proses mana yang dapat saling terhubung, melakukan desain 

ulang apabila diperlukan, mencari dan memperoleh sumber daya yang diperlukan, dan 

mengimplementasikan perencanaan tersebut apabila sudah siap. 
 

Manajemen 

Kapasitas 

Menentukan pengadopsian TI yang ingin diterapkan sesuai dengan tingkat urgensi dan 

kebutuhan. 

Manajemen 

Kapasitas 

Melakukan peninjauan ulang perencanaan yang ada pada Master plan TI dan menyesuaikan 

perencanaan sesuai dengan kapabilitas perusahaan 

Manajemen 

Kapasitas 

Melakukan peninjauan ulang atau membentuk rencana strategi implementasi harus 

dilakukan dan diperbaharui secara berkala dengan mengikuti perkembangan yang ada dan 

harus selaras dengan Master plan TI yang sudah dibentuk oleh perusahaan. 

Manajemen 

Kapasitas 

 

c) Aspek Technology 

Bagian aspek technology menggambarkan rekomendasi implementasi tools atau fitur baru yang dapat 

membantu perusahaan dalam membentuk atau mengerjakan sesuatu yang membutuhkan bantuan teknologi. Pada 

proses ketersediaan dan kapasitas layanan kali ini memiliki rekomendasi akan teknologi yang mungkin dapat 

diterapkan oleh perusahaan. Berikut adalah table 20 dan tabel 21 yang menjabarkan rinciannya: 

• Rekomendasi Tools 
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Rekomendasi tools yang disarankan adalah IBM SPSS Modeller dikarenakan fitur, tampilan, kestabilan dan variasi 

operating system yang banyak pilihan. Mengukur tingkat reputasi dan ukuran perusahaan PT. Dirgantara Indonesia 

yang besar, diharapkan tools ini dapat membantu pembentukan predictive report. 

• Rekomendasi Features 

Pemanfaatan fitur CMIS ini harus mampu mendefinisikan business data yang berperan dalam memprediksi 

kebutuhan masa depan, service data yang memberikan pemahaman seputar response time, angka transaksi, beban 

pekerjaan dan lain sebagainya dalam sebuah data layanan, component data yang memberikan pencatatan dari 

sumber daya, batasan-batasan pada sebuah komponen layanan, financial data yang dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan evaluasi agar dapat membantu proses pengukuran. 

6. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dibentuk menunjukan bahwa PT. Dirgantara Indonesia berada pada 

level 1 baik itu pada manajemen ketersediaan layanan maupun kapasitas layanan. Dikarenakan hasil pengisian 

kuesioner pada tahap initial hanya mencapai 80% dalam pemenuhannya, maka perusahaan harus membenahi tahap 

initial terlebih dahulu sebelum melakukan peningkatan pada tahap selanjutnya. Selain itu, hasil analisis desain 

manajemen layanan pada perusahaan terbukti memiliki kekurangan adalah dari segi aspek people, process dan 

technology. Rekomendasi dapat dibentuk dengan menggunakan framework ITIL v3 dan implementasinya dapat 

dimulai dari risiko yang tinggi terlebih dahulu dampaknya kepada perusahaan. 
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